Direktori Putusan Mahkamahusging Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2959 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
PT. PETROPLAST INDUSTRI, berkedudukan di Cimanggis
Depok, yang diwakili oleh Anton Bambang Soegiarto, selaku
Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada James
Julianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Irawan & Mitra, berkantor di Gedung Manggala
Wanabakti Blok IV, Lantai 7, Wing A Nomor 703, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 31 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

Lawan
PT. BANK NEGARA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,
berkantor di Gedung BNI, Lantai 3, Devisi Korporasi Dua, Jalan
Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh
Endang Hidayatullah, S.H., M.M., selaku Pimpinan Divisi Hukum
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi
kuasa kepada R. Renno Mahardhika, S.H., M.H. dan kawan-
kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Mahardhika Indrabayu Affandi, berkantor di Equity Tower 49"
Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 SCBD, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;
Termohon Kasasi
Dan
PT. GLOBALINDO AUCTION, berkedudukan di Jakarta,
berkantor di Komplek Perkantoran Duta Merlin, Jalan Gajah
Mada, 3-5, Blok C, Nomor 47, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
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Direlkiak teRisdnksadaralzkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkaeHigang,J®awa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa kejadian gempa bumi dan tsunami di Jepang adalah
kejadian keadaan memaksa yang menyebabkan Penggugat tidak dapat
memperoleh bahan baku sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan
kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian.

3. Menyatakan bahwa kejadian melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap
mata uang dollar Amerika Serikat sebagai keadaan memaksa, yang mana
akibat dari kejadian tersebut Penggugat tidak dapat melaksanakan
kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi pinjaman
Penggugat dengan memberikan tambahan pinjaman modal kerja.

5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk
menghentikan proses pra lelang dan lelang.

8. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) meskipun timbul upaya verzet atau banding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscurum libellum):

2. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan iktikad buruk demi memperoleh
keuntungan finansial semata-mata (doli mali/doli praecentis);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukii

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2959 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktorasal 1365 KUHPerdata;amah Agung Republik Indonesia
putusag.miMenghukum  Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  untuk

membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan gugatan
immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  untuk
membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor
277/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (obscuur libels);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum  Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang besarnya Rp691.000,00 (enam ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan putusan Nomor 25/PDT/2017/PT DKI tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 61/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST Nomor
277/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
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Direldigukal ddiers sngbAad ki adh Adgighh Gald §prd hilidatlkl aiagas i a
putusagiaaRamaangy Biel kitena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 15 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKl Jakarta Nomor
25/PDT.G/2017/PT.DKI tanggal 30 Maret 2017 dan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.

Mengadili sendiri:

- Menerima Gugatan Penggugat semula/Pemohon Kasasi untuk
seluruhnya.

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada
semua tingkat peradilan.

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa

perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil- adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
15 Juni 2017 kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang tidak menguraikan secara jelas alasan apa
dalam posita gugatan Penggugat yang menjadi dasar Penggugat untuk
menyatakan penunjukkan Turut Tergugat oleh Tergugat adalah merupakan
perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan agar Pengadilan
memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan
proses pralelang dan lelang, tepat pendapat Judex Facti, gugatan yang
demikian merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur;
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Direktori s3nitalsgnuiddakikiarmabn-Agbigsiiagiehti iehychaimasia
putusapéhiiaimaiamgneedsiitd penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi PT. PETROPLAST INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor § Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILL

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PETROPLAST
INDUSTRI tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Paniji
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Direltt@sydd gy s s Makkasa hdbgsaggR apydddi badnidapias i a
putusag4nai Ksidahpaetike - thtuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., MKn.  H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.Meterai......cocceiiiinie Rp 6.000,00
2.Redaksi...cccceeeveeinn.... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00
Jumlah ................................ Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dg PRIM HARYADI, S.H., M.H.

putusan.mahkamahagung.go-
NIP. 19630325 198803 1 001
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